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Krisis kebocoran data dan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) menempatkan organisasi masyarakat sipil Indonesia pada
tantangan membangun tata kelola data yang aman. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis secara mendalam proses formulasi kebijakan
perlindungan data di Muhammadiyah, dengan penekanan pada metodologi
studi kasus kualitatif untuk mengungkap dinamika di baliknya. Melalui
analisis dokumen dan wawancara dengan spektrum aktor Kkunci—dari
pimpinan strategis hingga pelaksana operasional—penelitian ini menjawab
pertanyaan tentang bagaimana kebijakan pengelolaan data anggota (NBM)
dibentuk. Hasil penelitian memperlihatkan sebuah sintesis yang kuat, di mana
Muhammadiyah tidak hanya merespons kewajiban regulasi UU PDP, tetapi
secara sadar menginternalisasi nilai-nilai luhur keislaman seperti amanah
(kepercayaan), syura (musyawarah), dan ‘adl (keadilan) sebagai fondasi etis
kebijakannya. Analisis menggunakan Teori Dunn dan Anderson
mengonfirmasi bahwa proses kolaboratif ini diarahkan untuk mencapai
kebijakan yang efektif, efisien, dan adil. Kesimpulannya, Muhammadiyah
menawarkan sebuah model tata kelola data melalui konsep "Amanah Digital™
yang secara khas mengintegrasikan tuntutan modernitas dengan landasan
ideologisnya, yang relevan menjadi rujukan bagi organisasi sejenis.

ABSTRACT

The ongoing data security crisis, in conjunction with the recent enactment of
the Personal Data Protection Law (PDP Law), has presented a substantial
challenge to Indonesian civil society organizations as they seek to establish
comprehensive and effective data governance frameworks. The objective of
this study is to conduct a thorough analysis of the data protection policy
formulation process at Muhamamdiyah, employing a qualitative case study
methodology to elucidate the underlying dynamics. This study utilizes a
multifaceted approach, incorporating document analysis and interviews with
a diverse array of key actors, ranging from strategic leaders to operational
implementers. This comprehensive methodology enables the study to address
the following research question: What is the process by which member data
management policies (NBM) are formulated? The results of the study indicate
a robust synthesis, wherein Muhammadiyah not only adheres to the
regulatory obligations of the PDP Law, but also deliberately incorporates
noble Islamic values such as amanah (trust), syura (deliberation), and 'adl
(justice) as the ethical foundation of its policies. A rigorous analysis
employing Dunn and Anderson's theoretical framework substantiates that this
collaborative endeavor is directed towards formulating effective, efficient,
and equitable policies. In conclusion, Muhammadiyah offers a data
governance model through the concept of "Digital Trust" that uniquely
integrates the demands of modernity with its ideological foundations. This
model is relevant as a reference for similar organizations.
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PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21,
fenomena "datafikasi" proses mengubah
berbagai aspek kehidupan menjadi data digital
telah menjadi kekuatan determinan yang
membentuk ulang lanskap sosial, ekonomi, dan
politik secara global. Namun, di balik efisiensi
dan  konektivitas yang ditawarkannya,
tersembunyi sebuah risiko inheren yang
semakin mengemuka: kerentanan data pribadi
(Lessig, 1999; Solove, 2013). Indonesia,
sebagai salah satu negara dengan populasi
digital terbesar di dunia, tidak luput dari krisis
ini. Berbagai laporan menunjukkan eskalasi
insiden kebocoran data yang mengkhawatirkan
(Nurul Sabila et al., 2025; Permana, 2021).

Tabel 1. Kasus Kebocoran Data Signifikan
di Indonesia (2022-2024)

Jumlah Data
Terdampak

Data Registrasi 1.3 Miliar

Tahun Institusi/Platform  Jenis Data

2022 EKementerian

Kominfo SIM Card

2023 Bank Syariah 15 Juta
Indonesia (BS)) D22 Nasabah

2023 Eomisi Pemilihan - 105 Juta
Utnum (KPU) Data Pemilih

2024 BPJIS Keschatan Data Peserta 279 Juta

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 di atas hanya merepresentasikan
puncak gunung es dari sebuah permasalahan
sistemik yang kerugian globalnya diprediksi
terus meningkat (Ventures, 2020). Fenomena
ini tidak hanya menimbulkan kerugian
finansial, tetapi secara fundamental juga
mengikis kepercayaan publik dan mengancam
hak privasi sebagai hak asasi manusia
(Schwartz & Solove, 2017). Sebagai respons
yuridis yang fundamental,  pemerintah
Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) berbasis pada prinsip-prinsip
global seperti General Data Protection
Regulation (GDPR) Uni Eropa (De Hert et al.,
2018; Voigt & dem Bussche, 2017). UU PDP
menetapkan serangkaian kewajiban hukum
yang ketat bagi setiap entitas pengendali dan
prosesor data, mengubah paradigma tata kelola
data di Indonesia secara radikal (Anggen Suari
& Sarjana, 2023).

Di tengah diskursus yang kerap didominasi
oleh sektor pemerintah (Grimmelikhuijsen et

al., 2020) dan korporasi, perhatian terhadap
kesiapan organisasi masyarakat sipil (CSO),
khususnya organisasi berbasis keagamaan
(faith-based organizations), seringkali
termarjinalkan (Franz et al., 2020), (Campbell
& Connelly, 2020). Padahal, entitas ini
mengelola data jutaan anggota dengan tingkat
sumber daya yang seringkali terbatas
(Zulkarnaen et al., 2021). Dalam konteks inilah,
Muhammadiyah hadir sebagai sebuah studi
kasus yang sangat relevan dan kompleks.
Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di
dunia dengan puluhan juta anggota dan jaringan
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang
masif, Muhammadiyah mengelola data yang
beragam dan sensitif.

Sentral dari tata kelola data keanggotaan
adalah sistem Nomor Baku Muhammadiyah
(NBM). Sistem ini memiliki perjalanan historis
yang panjang; berevolusi dari pencatatan
manual yang tersebar di tingkat cabang selama
lebih dari tiga dekade, menuju sistem online
terpusat untuk standardisasi, hingga Kini
dikembangkan  menjadi  model  online
terdistribusi yang lebih modern. Setiap fase
evolusi ini membawa tantangannya sendiri,
mulai dari validasi data di masa lalu hingga
peningkatan risiko keamanan siber di masa kini.
Sebagai single identifier yang wajib dimiliki
oleh seluruh pimpinan dan staf di ribuan AUM,
NBM telah menjadi kunci akses sentral ke
dalam repositori data pribadi yang sangat besar,
menjadikan isu perlindungan data bukan lagi
sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan
operasional.

Urgensi formulasi kebijakan perlindungan
data di Muhammadiyah menjadi tak terelakkan,
didorong oleh konvergensi dua pemicu utama.
Secara eksternal, pengesahan UU PDP
berfungsi sebagai katalisator yuridis yang
bersifat memaksa (coercive), yang urgensinya
dipercepat oleh wake-up call dari insiden
serangan siber nasional yang terjadi pada Pusat
Data Nasional Sementara (PDNS) turut
berdampak terhadap data lembaga pendidikan
Muhammadiyah. Secara internal, tekanan
eksternal ini bertemu dengan mandat ideologis
yang kuat dari Muktamar Muhammadiyah ke-
48 yang mengamanatkan konsep "kesalehan
digital" (Nurhayati et al., 2022).

Dalam kerangka inilah penelitian ini
memperkenalkan dan mengelaborasi konsep
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"Amanah Digital". Jika "kesalehan digital"
adalah visi moral yang luas tentang perilaku di
dunia maya, maka "Amanah Digital" adalah
manifestasi praktis dan etisnya dalam konteks
tata kelola data. Konsep ini merujuk pada
sebuah prinsip di mana data pribadi anggota
tidak dipandang sebagai aset komoditas,
melainkan sebagai sebuah amanah sebuah
kepercayaan suci yang pengelolaannya harus
didasarkan pada prinsip tanggung jawab,
keadilan (‘adl), dan kemaslahatan (maslahah),
sejalan  dengan nilai-nilai ~ fundamental
keislaman. Dengan demikian, UU PDP menjadi
pendorong yang memberikan kerangka waktu
dan konsekuensi hukum (Fauzi & Radika
Shandy, 2022), sementara konsep Amanah
Digital memberikan landasan moral dan arah
strategis, memaksa organisasi untuk segera
merumuskan tata kelola data yang tidak hanya
patuh secara hukum, tetapi juga luhur secara
etika. Konsep Amanah digital ini mencakup
pengembangan, manajemen, dan keamanan
sistem e-KTAM dan iuran anggota dalam
ekosistem digital yang terintegrasi milik
Persyarikatan Muhammadiyah
(Muhammadiyah, 2025).

Meskipun literatur tentang perlindungan
data terus berkembang (Luthfi, 2022),
penelitian yang secara spesifik membedah
proses formulasi kebijakan dari dalam sebuah
CSO keagamaan berskala masif—terutama
yang menerjemahkan nilai-nilai  teologis
menjadi kebijakan teknis masih merupakan area
yang belum  banyak  sebedieksplorasi.
Bagaimana sebuah organisasi yang
berlandaskan nilai-nilai agama merespons
tuntutan yuridis yang modern? Bagaimana
konsep Amanah Digital ini dinegosiasikan
dalam arena kebijakan yang melibatkan
beragam aktor termasuk peran society (Fauzi &
Rostyaningsih, 2018).

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang
dijadikan acuan dalam studi ini meliput:

Tabel 2. Literatur Hasil Penelitian

Terdahulu

Peiitljil:ilan Ringkasan Hasil Teori
Optimizing Analisis Digital
Personal Data kebutuhan regulasi  Innovation
Protection in Al dan big data Theory
Indonesia dalam UU PDP
Tim Penulis
(UMY, 2020)

Peilléﬂgilan Ringkasan Hasil Teori

Indonesian
Comparative
Law Review
Personal Data Kerangka regional  Regional
Protection in perlindungan data  Governance
ASEAN ASEAN
(Suwondo,
2023)
Utrecht Journal
(Scopus)
The Challenges  Komparasi Cyber
of Personal kebijakan UE- Security
Data Protection  Singapura- Framework
Policy in Malaysia untuk
Indonesia reformasi UU PDP
(Ramadhan, Indonesia
2022)
Rekonsepsi Mengidentifikasi Statute
Lembaga obesitas regulasi Approach
Pengawas dan lemahnya
Terkait pengawasan
Perlindungan Kominfo dalam
Data Pribadi perlindungan data
(Jakarta, 2023)  pribadi
Examining Perbandingan Comparativ
Personal Data konsep liability e Law
Protection Law  dalam UU PDP
of Indonesia Indonesia-Korsel
and South
Korea (Unhas,
2023)
Vicarious Analisis Teori
Liability dalam  pertanggungjawab  Tanggung
Perlindungan an korporasi Jawab
Data Pribadi dalam kebocoran Hukum
(UMSIDA, data
2023)
Pembentukan Desain Institutional
Lembaga kelembagaan Theory
Pengawas PDP  pengawas PDP
di Indonesia yang independen
(Sorong, 2023)
Pelanggaran Merumuskan 8 Prinsip
Privasi dalam prinsip dasar GDPR
Siaran perlindungan data
Langsung dalam platform
(UMSIDA, digital
2024)

Fenomena ini  membentuk  sebuah

kesenjangan penelitian (research gap) yang
signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses
formulasi kebijakan Muhammadiyah dalam
melindungi data pribadi anggotanya. Teori yang
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digunakan adalah Teori Proses Kebijakan
William Dunn (2015), (Fatmariyanti & Fauzi,
2023) dan Teori Aktor dari James E. Anderson
(1975), (Permata Sari & Kismartini, 2016)
didukung oleh kerangka teori proses kebijakan
yang lebih luas Jenkins-Smith, H. C., &
Sabatier, P. A. (1993), (Siregar, 2022).
Penelitian ini akan mengurai kompleksitas
perumusan kebijakan tata kelola NBM,
menganalisis interaksi aktor, dan
mengidentifikasi bagaimana konsep Amanah
Digital menjadi sentral dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara metodologis dirancang
dengan pendekatan kualitatif (Creswell & Poth,
2016) dan desain studi kasus (Yin, RK, 2009),
(Widhagdha & Ediyono, 2022). Pendekatan
kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk
memahami fenomena sosial secara mendalam
dari perspektif partisipan, dengan fokus pada
proses, makna, dan konteks. Desain studi kasus
secara spesifik digunakan karena
kemampuannya untuk melakukan penyelidikan
empiris yang mendalam terhadap sebuah
fenomena  kontemporer dalam  konteks
kehidupan nyata yang otentik. Desain ini sangat
relevan untuk membedah proses formulasi
kebijakan yang bersifat kompleks dan terikat

pada konteks unik organisasi
Muhammadiyah.Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi.  Subyek penelitian adalah
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di
Yogyakarta, yang merupakan episentrum
perumusan  kebijakan dan  pengambilan
keputusan tertinggi dalam organisasi. Pemilihan
informan dilakukan secara purposif (purposive
sampling) berdasarkan keterlibatan langsung
mereka dalam proses kebijakan, yang
rinciannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Informan Kunci Penelitian

Representasi

No  Peran/Jabatan Keahlian

4 Anggota Biro
Pengembangan
Organisasi (BPO)

5  Chief Technology Implementator &

Penyelarasan Regulasi
& Struktur Organisasi

Officer (CTO) Inovator Teknologi
LABMu

6 Kepala Bagian Pelaksana Operasional
KTA Kantor PP & Sumber Umpan

Muhammadiyah Balik

Representasi

No Peran/Jabatan Keahlian

1  Sekretaris Arah Strategis & Tata
Pimpinan Pusat Kelola Puncak
Muhammadiyah

2  Ketua PP Arah Kebijakan &
Muhammadiyah Ideologi Organisasi
Bidang
Organisasi

3 Pimpinan Majelis  Konseptor Teknis &
Pustaka dan Arsitek Kebijakan
Informasi (MPI) Informasi

Sumber: Data diolah, 2025

Studi dokumen mengacu pada Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
Tanfidz Muktamar, Surat Keputusan PP
Muhammadiyah terkait NBM, serta risalah
rapat yang relevan. observasi non-partisipan
pada beberapa agenda rapat koordinasi untuk
menangkap nuansa interaksi yang tidak terekam
dalam dokumen formal.

Analisis data dilakukan secara interaktif
mengadopsi model dari Miles, Huberman, &
Saldana (2014), yang meliputi tiga langkah
jelas. Langkah pertama adalah Reduksi Data, di
mana data mentah dari transkrip dan catatan
lapangan diseleksi, difokuskan, dan diberi kode
(coding) berdasarkan tema-tema yang relevan
dengan pertanyaan penelitian. Langkah kedua
adalah Penyajian Data, di mana data yang telah
terkategori disajikan dalam bentuk terstruktur
seperti matriks, bagan alur, dan narasi deskriptif
untuk melihat pola hubungan. Langkah terakhir
adalah Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pada
tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang
tersaji dan secara ketat menerapkan prinsip
triangulasi, di mana sebuah temuan dianggap
valid hanya jika terkonfirmasi oleh lebih dari
satu sumber data (misalnya, pernyataan dari
wawancara didukung oleh isi risalah rapat dan
catatan observasi). Seluruh tahapan
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika
penelitian, termasuk perolehan persetujuan
(informed consent) dan menjaga kerahasiaan
identitas narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap data empiris
mengungkapkan bahwa formulasi kebijakan
perlindungan data di Muhammadiyah bukanlah
sebuah proses teknokratis yang linear dan kaku.
Sebaliknya, ia merupakan sebuah proses sosio-
teknis yang dinamis, adaptif, dan sarat dengan
negosiasi antar aktor yang dibingkai secara kuat
oleh nilai-nilai organisasi serta tekanan dari
lingkungan eksternal.
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Agenda Setting dan Pemicu Kebijakan:
Respons terhadap Tuntutan Zaman

Proses formulasi kebijakan perlindungan
data NBM merupakan respons strategis
terhadap serangkaian pemicu (trigger event).
Secara eksternal, pengesahan UU PDP menjadi
faktor pendorong utama yang bersifat memaksa
(coercive), mengubah isu perlindungan data
dari "praktik terbaik" menjadi "kewajiban
hukum" (Prabowo et al., 2020). Insiden siber
pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
pada Juni 2024 semakin mempertajam
kesadaran akan risiko. Salah seorang pimpinan
MPI menggambarkannya sebagai "alarm yang
berbunyi sangat nyaring, mengingatkan bahwa
kita tidak kebal dan harus memiliki benteng
pertahanan sendiri"”.

Secara internal, dorongan yang tidak kalah
kuat datang dari amanat  Muktamar
Muhammadiyah ke-48 yang mengusung Visi
"memajukan Indonesia, mencerahkan semesta"
melalui transformasi digital dan konsep
"kesalehan digital”. Seorang Pimpinan Pusat
Bidang Ideologi menegaskan, "Kesalehan
digital bukan hanya tentang berdakwah di
media sosial (Mantymaki & Riemer, 2021),
tetapi mewujudkan akhlak Islami dalam setiap
interaksi digital. Menjaga data anggota adalah
bagian dari menjaga amanah, dan itu adalah inti
dari kesalehan". Konvergensi antara tekanan
regulasi eksternal dan mandat ideologis internal
inilah yang melahirkan arena formulasi
kebijakan ini.

Aktor dalam Arena Kebijakan: Model
Kolaborasi Multi-Level

Formulasi kebijakan ini menjadi arena
interaksi bagi beragam aktor yang perannya
dapat dipetakan pada Tabel 3. Analisis
menunjukkan sebuah model kolaborasi di mana
kekuasaan dan pengaruh terdistribusi secara
efektif (Sorensen & Torfing, 2021). Pimpinan
Pusat (PP) tidak bertindak secara top-down,
melainkan sebagai legitimator strategis yang
memberikan arah dan memastikan keselarasan
ideologis. Kekuasaan formal ini diimbangi oleh
expertise power (kekuasaan berbasis keahlian)
yang dimiliki oleh Majelis Pustaka & Informasi
(MPI) dan LABMu. MPI, dengan pengalaman
30 tahun mengelola data digital, berperan
sebagai arsitek konseptual kebijakan, sementara
LABMu—sebuah govtech agency internal yang
dibentuk Muhammadiyah untuk mengawal
transformasi digital (Kuziemski & Misuraca,

2020)—Dbertindak sebagai eksekutor dan
inovator teknologi.

Interaksi ini menciptakan dinamika yang
produktif. Sebagai contoh konkret, Biro
Pengembangan Organisasi (BPO) bertugas
memastikan setiap draf kebijakan selaras
dengan AD/ART dan tidak menciptakan
birokrasi yang rumit, sementara Kepala Bagian
KTA memberikan umpan balik operasional dari
lapangan mengenai kelayakan implementasi.
Jika terjadi perbedaan pandangan—misalnya
antara keinginan fitur canggih dari LABMu
dengan pertimbangan kesederhanaan
operasional dari Bagian KTA—maka proses
musyawarah (syura) menjadi mekanisme
penyelesaiannya, yang dipandu oleh MPI dan
dilegitimasi oleh PP. Model jaringan kebijakan
internal yang efektif ini, di mana kepercayaan
(trust) menjadi perekat esensial, sejalan dengan
studi tentang jaringan kebijakan oleh Klijn &
Koppenjan (2022).

Tabel 4. Peta Aktor, Peran, dan
Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan

Data NBM
Aktor Peran Kepentingan  Sumber
Kunci Utama Utama Kekuasaan
Pimpinan Pemberi Menjaga Kekuasaan
Pusat (PP) Arah amanah Formal &
Strategis organisasi,  Otoritas
& keselarasan ~ Moral

Legitimat ideologis, &

or Akhir  kepatuhan
hukum
nasional.

Majelis Avrsitek Merumuskan Keahlian
Pustaka & Teknis & kerangka (Expertise)
Informasi  Konseptor kerja teknis &

(MPI) Kebijakan yang aman, Penguasaan
andal, dan Informasi
sesuai standar Teknis
perlindungan

data.
Biro Penjaga  Memastikan Pengetahuan
Pengemba Tata kebijakan Prosedural
ngan Kelola & selaras &
Organisasi Struktur  dengan Kewenangan

(BPO) Organisasi AD/ART &  Struktural

tidak

birokrasi

yang rumit.
LABMu  Eksekutor, Mengimplem Kapasitas
(Govtech Inovator, entasikan Teknis,
Agency) & solusi Agilitas, &

Implement teknologi Dukungan
yang aman,
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Aktor Peran Kepentingan  Sumber Kriteria Temuan Empirisdi Integrasi Nilai
Kunci Utama Utama Kekuasaan (Dunn) Muhammadiyah Keislaman
ator inovatif, dan Langsung secara memberikan
Teknologi scalable Pimpinan komprehensif. perlindungan.
sesuai PP. Perataan Memberikan Pengejawantahan
Bagian Pelaksana Memastikan Pengalaman perlindungan yang  langsung dari
KTA Lapangan kelancaran  Operasional sama bagi semua nilai fundamental
(Operasion & Sumber layanan NBM & Informasi anggota tanpa ‘adl (keadilan).
al) Umpan  yang efisien  dari diskriminasi status
Balik dan aman Lapangan atau posisi.
bagi anggota Responsivitas Kebijakan mampu  Dijiwai oleh
di tingkat beradaptasi dengan semangat syura
akar rumput. perkembangan (musyawarah)
Sumber: Analisis Penulis, 2025 teknologi dan dan nasihat
menampung (saling
Analisis Komprehensif Formulasi Kebijakan masukan dari menasihati).

Setiap aspek dalam perumusan kebijakan ini
dapat dianalisis menggunakan enam Kriteria
analisis formulasi kebijakan dari Dunn (2017a)
untuk menilai kualitasnya. Muhammadiyah
secara simultan menanggapi tantangan regulasi
dan implementasi teknologi. Contoh konkret
dari  hal ini adalah keputusan untuk
mensentralisasikan sistem NBM ke Pimpinan
Pusat, yang merupakan sebuah kebijakan
institusional untuk standardisasi dan kontrol
keamanan data. Respons ini kemudian
diterjemahkan ke level teknis oleh LABMu
melalui pengembangan sistem online terpusat
yang dilengkapi fitur keamanan modern. Ini
menunjukkan bagaimana tantangan regulasi
(kebutuhan akan akuntabilitas) dijawab dengan
implementasi teknologi yang terukur (Cairney
& Heikkila, 2021).

Tabel 5. Sintesis Analisis Kualitas
Kebijakan Perlindungan Data NBM

berbagai level.

Kelayakan  Berpijak pada Berorientasi pada
landasan hukum pencapaian
(AD/ART, UU maslahah
PDP) dan (kemaslahatan

mempertimbangkan umum) yang
kapasitas sumber realistis.
daya

teknis/manusia.

Kriteria Temuan Empirisdi Integrasi Nilai
(Dunn) Muhammadiyah Keislaman

Efektivitas  Fokus pada hasil Mencerminkan
nyata: mengurangi  prinsip itgan
risiko, (kesempurnaan
meningkatkan kerja) dan tujuan
kepercayaan, dan  ishlah
sistem yang (perbaikan).
berfungsi optimal.

Efisiensi Upaya menghindari Sejalan dengan
birokrasi berlebihan prinsip igtishad
dan menggunakan  (pertengahan,
sumber daya secara tidak boros) dan
optimal. larangan tabdzir.

Kecukupan Kebijakan dirancang Upaya mencapai

untuk mencakup

tamam

seluruh siklus hidup (kesempurnaan)
data (data lifecycle) dan kamalat

dalam

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Elaborasi lebih lanjut menunjukkan betapa
dalamnya pertimbangan ini. Pada kriteria
kecukupan, upaya untuk melindungi seluruh
siklus hidup data sejalan dengan prinsip "Data
Protection by Design" yang diamanatkan
General Data Protection Regulation (GDPR)
(Bartoletti, 2020), sebuah pendekatan proaktif
yang diupayakan oleh MPI dan LABMu.
Muhammadiyah, dengan pendekatannya, telah
secara proaktif mengambil langkah yang
disarankan oleh APPDI, yaitu merancang
protokol yang sah dan terukur secara internal.
Ini merupakan langkah kehati-hatian yang
cermat (due diligence) yang penting (Samonas
& Coss, 2014), mengingat tantangan regulasi di
Indonesia.

Pada kriteria kelayakan, tantangan yang
diungkapkan CTO LABMu untuk "memastikan
solusi teknologi aman, inovatif, dan scalable”

menjadi  contoh  nyata dari  upaya
menyeimbangkan antara visi kebijakan yang
ideal dengan realitas implementasi dalam

sebuah organisasi berskala masif. Hal ini
menegaskan bahwa proses formulasi kebijakan
di dunia nyata adalah sebuah negosiasi
kompleks antara nilai-nilai yang dianut, bukti-
bukti empiris, dan keahlian teknis.
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PENUTUP

Penelitian ini  menyimpulkan  bahwa
formulasi kebijakan perlindungan data pribadi
di Muhammadiyah, dengan studi kasus pada
tata kelola Nomor Baku Muhammadiyah
(NBM), adalah sebuah proses strategis yang
responsif, kolaboratif, dan secara fundamental
digerakkan oleh nilai-nilai.  Proses ini
merupakan respons adaptif terhadap dinamika
lingkungan eksternal, terutama tekanan regulasi
dari Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) dan ancaman siber yang
nyata, serta dimotivasi secara kuat oleh mandat
ideologis internal yang tertuang dalam konsep
"kesalehan digital" dari Muktamar ke-48.

Analisis menggunakan kerangka teori Dunn
dan Anderson memperlihatkan bahwa proses
perumusan kebijakan ini telah
mengintegrasikan Kkriteria-kriteria kebijakan
publik yang ideal (efektivitas, efisiensi,
kecukupan, perataan, responsivitas, dan
kelayakan) dan beragam aktor yang bekerja
secara sinergis. Kekuatan pembeda dan
keunikan utama dari proses ini adalah peran
sentral nilai-nilai keislaman ~ amanah
(kepercayaan), ‘'adl (keadilan), syura
(musyawarah), dan maslahah (kemaslahatan
umum) yang tidak hanya menjadi retorika,
melainkan berfungsi sebagai driving force dan
landasan etis dalam setiap tahapan pengambilan
keputusan. Dengan demikian, Muhammadiyah
sedang membangun sebuah model tata kelola
data yang khas, yang mampu menyandingkan
kepatuhan terhadap regulasi modern dengan
nilai-nilai  filosofis yang telah mengakar,
menawarkan model "Amanah Digital" sebagai
rujukan bagi organisasi sejenis.

Penelitian ini juga merekomendasikan:
Muhammadiyah perlu mempercepat finalisasi
kebijakan perlindungan data. Lebih dari itu,
organisasi disarankan membentuk sebuah unit
atau fungsi pengawasan internal yang
independen dan diisi oleh pakar multidisiplin
(hukum,  teknologi, dan tata kelola);
Muhammadiyah ~ menetapkan ~ mekanisme
pengawasan yang ketat. Unit pengawas internal
yang diusulkan harus memiliki wewenang
untuk menginvestigasi pelanggaran,
merekomendasikan sanksi sesuai regulasi
internal, serta mempublikasikan laporan
transparansi secara berkala; Muhammadiyah
perlu secara strategis mempertimbangkan
penerapan prinsip lokalisasi data dengan
penggunaan infrastruktur pusat data nasional
atau membangun infrastruktur cloud mandiri

yang  dikelola  oleh LABMu;  dan
Muhammadiyah perlu melakukan program
literasi digital dan edukasi data yang masif di
seluruh tingkatan organisasi.
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